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PEDOMAN WAWANCARA PADA HAKIM  

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA KELAS IA 

 

1. Menurut pandagan Bapak/Ibu, bagaimana angka pernikahan usia dini 

di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA setelah UU No.16 Tahun 

2019 diberlakukan? 

2. Selama menagani perkara dispensasi nikah apakah ada syarat tertentu 

bagi mereka yang ingin mengajuka permohonan tersebut? 

3. Alasan apa saja yang dijadikan oleh pemohon untuk mengajukan 

permohonan dispensasi nikah ini? 

4. Alasan Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 

mengabulkan permohonan dispensasi nikah? 

5. Mengapa setelah UU No.16 Tahun 2019 diberlakukan permohonan 

dispensasi nikah menjadi meningkat? 

6. Menurut pandangan bapak/ibu, apakah UU No.16 Tahun 2019 bisa 

dikatakan efektif dalam menekan angka pernikahan usia dini di 

wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA? 

 

  



 

 

 

JAWABAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA 

1. Sejak adanya perubahan Undang-Undang baru ini jumlah menjadi 

meningkat yang mengajukan dispensasi kawin, karena adanya 

penaikkan batas usia perkawinan yang dimana di undang-undang 

sebelumnya itu untuk perempuan minimal 16 tahun, akan tetapi diubah 

menjadi sama rata menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, 

jadi dari situlah adanya peningkatan yang membludak. 

2. Alasan yang dipakai sebagai pertimbbangan hakim dalam 

mengabulkan biasanya, yang pertama adalah syarat-syarat formil dan 

materil ya, serta terlaksananya kelengkapan administrasi dan alat bukti 

bagi si pemohon, ataupun terkhusus bagi hamil diluar nikah 

memerlukan alat bukti surat kesehatan dari rumah sakit, tidak bisa 

hanya sebatas lisan, dan juga melihat dari calon mempelai laki-laki 

yang sudah memliki kecukupan emosional dan sudah dewasa. Dan 

dalih hukum yang dipakai oleh hakim sama dengan dasar 

pertimbangan hakim, tentunya kita menggunakan kaidah fiqh atau 

ranah aturan yang berada di perundangan, baik KHI, Undang-undang 

perkawinan, dan melihat dari segi sosiologis 

3. Pertama itu kita banyak mengambilnya bahwa meraih kemaslahatan itu 

lebih diutamakan daripada kemudharatan seperti itu, dengan mengacu 

dengan menyimpangnya peraturan yang ada kita memakai itu dan 

memakai kaidah fiqh  

 درع المفسد اولى من جلب المصالح
 

 “Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik 

datangnya kebaikan” 

 



 

 

 

4. Yang mengajukan despensasi kawin ya karena memang umurnya 

masih kurang, dengan alasan yang pertama yang paling banyak 

karena diwilayah Banten sendiri berbeda ya, kalo dibeberapa tempat 

itu biasanya karena faktor ekonomi dan MBA (married by accident). 

Tapi kalo di Banten tidak terungkap atau gimana, yang banyak itu 

malah justru dari Faktor orang tua. Orangtuanya menginginkan 

anaknya segera menikah, dikarenakan sudah sering keluar dengan 

lawan jenis. Jadi untuk menghindari terjadi apa-apa mending 

dinikahkan, karena melihat Banten ini kan daerah ulama ya dan 

sangat berbeda, karena saya pernah tugas di Sumatera, Yogyakarta, 

tetapi faktor utamanya Married by accident 

5. Terjadinya peningkatan permohonan dispensasi nikah sejak 

pemberlakuannya undang-undang baru yang mengubah regulasi batas 

usia pernikahan, dan sangat meningkat sekali untuk wilayah hukum 

di pengadilan agama Tigaraksa, karena di daerah sini khususnya 

Kabupaten Tangerang masih banyak sekali daerah yang Agama, 

adatnya kental sehingga masih banyak yang mengajukan dispensasi 

kawin, tidak seperti halnya dikota-kota maju, yang sudah memahami 

akan peraturan yang berlaku. 

6. Undang-undang ini masih belum bisa dikategorikan efektif dan ideal 

untuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa 
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Wawancara dengan Hakim Ibu Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I. Pengadilan 

Agama Tigaraksa Kelas IA dan Staff Ibu Diana, S.H. Pengadilan Agama 

Tigaraksa Kelas IA. 

 

Ruangan Media Center & Resepsionis Pengadilan Agama Tigaraksa 

Kelas IA. 

  



 

 

 

Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Dini 

 

 

 



 

 

 

Salinan Putusan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama 

Tigaraksa Kelas IA. 

 

 

 

 



 

 

 

Surat Jawaban Permohonan Penelitian dan Permohonan Salinan Putusan 

di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA. 

 

 


